
 
 
 

WALIKOTA SORONG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 
NOMOR   31   TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SORONG, 

Menimbang  : a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun 
badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan 
yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi 
masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di 
Kota Sorong; 

b. bahwa untuk membangun koperasi yang professional, kuat 
dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan 
dan prinsip koperasi perlu diatir pengelolaannya. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi. 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 

 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak 
Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi 
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 
Persyaratan Dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian Dan 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang 
Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 3591); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal 
Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3744); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 4505); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4593); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga 
Penjaminan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG 
dan 

WALIKOTA SORONG 
 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan   :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KOPERASI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Sorong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Sorong. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. 
5. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Sorong sebagai pelaksana 
otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah. 

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

8. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 
orang-seorang. 

9. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan badan hukum koperasi. 

10. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki 
rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama 
dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang 
atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau 
mengelola sarana produksi bersama. 

11. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen 
akhir atau pemakai barang atau penyedia jasa, dan kegiatan atau jasa 
utama melakukan pembelian bersama. 

12. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen 
atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya 
melakukan pemasaran bersama. 

13. Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau 
konsumen jasa yang disediakan oleh koperasi. 

14. Koperasi Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat KJK adalah koperasi 
yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam disebut Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP). 
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15. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya 
menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan 
pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain 
dan/atau anggotanya. 

16. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah 
perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau 
rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-
hari. 

17. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah 
kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau 
rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan 
terhadap koperasi. 

18. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat 
Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang diangkat oleh 
Gubernur sesuai kewenangannya atas usul Kepala SKPD. 

19. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola 
kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus. 

20. Anggota Koperasi selanjutnya disebut Anggota adalah pemilik sekaligus 
pengguna jasa koperasi. 

21. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 
dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim 
yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang 
mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, 
tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. 

22. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus 
menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang 
ditetapkan telah dilaksanakan oleh koperasi. 

23. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat 
keterangan yang memuat : daftar nama pendiri, nama dan tempat 
kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat 
anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai 
permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan 
mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dan ketentuan mengenai sanksi. 

24. Anggaran Rumah Tangga koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah 
tangga koperasi yang menjabarkan anggaran Dasar. 

25. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah 
pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan 
koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan 
keuangan. 

26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari 
Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan 
serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi 

27. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha 
mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha  

28. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk 
menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh 
pelaku usaha  

29. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri 
kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu 
sama lain dan kepentingan yang sama  
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30. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan 
dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan 
pemberdayaan Koperasi.  

31. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat 
dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk 
meningkatkan kegiatan usaha; 

32. Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan 
kredit, sarana dan sumberdaya manusia  

33. Lembaga Penjamin Kredit Daerah adalah lembaga yang bergerak dalam 
pemberian jasa penjaminan kredit dan dukungan permodalan 
perkoperasian baik yang dikelola pemerintah maupun swasta yang 
ditunjuk Pemerintah Daerah.  

34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus 
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.  

35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai 
Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan 
dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah SKPD dan Pengawasan 
Penyidik POLRI. 

 

Pasal 2 
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

 

Pasal 3 
Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.  
 

Pasal 4 
Tujuan pengelolaan Koperasi meliputi :  
a.  Menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan;  
b.  Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan 

koperasi;  
c.  Memperkokoh kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian daerah 

untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

 

Pasal 5 
 

(1).  Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi 
yang terdiri dari :  
a.  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;  
b.  Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 
c.  Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota;  
d.  Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;  
e.  Kemandirian.  
 
 
 
 
 


